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DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
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NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :     a.   bahwa   untuk   pencegahan   terjadinya   tindak   pidana  

korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi, telah diundangkan Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi;  

b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan 

penyesuaian dengan kondisi saat ini; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

 

Mengingat      :     1.   Undang-Undang     Nomor    28    Tahun   1999   tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150);  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5153); 

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
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Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 122); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1029); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :     PERATURAN   MENTERI  DESA,  PEMBANGUNAN   DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 

dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
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menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. 

2. Hadiah/Cinderamata adalah objek dari Gratifikasi dalam 

arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas pada 

uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 

3. Hiburan adalah objek dari Gratifikasi berupa segala 

sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, 

perilaku yang dapat menjadi penghibur dan 

menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun 

tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, 

opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan 

wisata. 

4. Benda Gratifikasi adalah hadiah/cinderamata dan 

hiburan. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, 

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 

penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di 

lingkungan Kementerian, termasuk pejabat atau pegawai 

yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) 

pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Pelapor adalah Pegawai yang telah menyampaikan 

laporan Gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi 

(UPG) Kementerian atau Komisi Pemberantasan Korupsi. 

7. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari 

Pegawai Kementerian. 

8. Tunas Integritas/Agen Perubahan adalah Pegawai 

Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan 

Kementerian yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan/Training of Trainer (ToT) pembangunan 

integritas. 
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9. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian 

yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau 

unit kerja yang menangani Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, perusahaan, maupun 

instansi lain yang menjalin kerja sama dengan 

Kementerian. 

11. Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun 

internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi, orang perseorangan, 

kelompok, maupun badan hukum. 

12. Suap adalah penerimaan sesuatu atau janji dengan 

mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian 

sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam 

tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum 

atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya 

yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. 

13. Register Gratifikasi adalah register data yang dikelola 

oleh UPG Kementerian berupa laporan Gratifikasi yang 

masuk, hasil reviu, dan putusan pemanfaatan benda 

Gratifikasi. 

14. Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi adalah 

buku untuk mencatat penerimaan benda Gratifikasi 

yang menjadi milik unit kerja/instansi atau Pelapor 

beserta dokumen-dokumen pendukungnya. 

15. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

16. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 
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